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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil sebuah kesimpulan bahwa hasil partisipasi masyarakat dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo 

Kabupaten Dompu tahun 2020 serta hambatan yang dialami dalam 

pelaksanaannya. Maka dapat di ambil beberapa kesiimpulan sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat Desa Tembalae Kecamatan Pajo dalam pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae sudah ada tetapi 

masih belum maksimal dan sangat perlu ditingkatkan lagi karena masih 

banyaknya elemen masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung 

dalam perencanaan dan penetepan program kerja  untuk dikerjakan satu tahun 

kedepannya. Hal yang menjadi kendala sehingga masih kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa 

Tembalae karena masih kurang dilibatkannya masyarakat dalam setiap 

perencanaan program kerja maupun saat pelaksanaannya sehingga belum ada 

kerjasama yang begitu baik diantara pemerintah desa Tembalae dan penduduk 

setempat. 

2. Ada beberapa faktor penghambat yang membuat kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan  Desa 

Tembalae antara lain sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya  komunikasi yang dilakukan pihak Pemerintah Desa 

Tembalae kepada masyarakat dilihat dari masih kurang banyaknya 

masyarakat yang tidak mengetahui adanya Musrembangdes, hal ini 

terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan undangan ataupun 

panggilan dari pemerintah Desa Tembalae untuk mengikuti 

musrembangdes.  

b. Kurangnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, hal ini 

menjadi kendala disebabkan karena pendidikan yang masih rendah 

ditengah masyarakat sehingga membuat pemahaman masyarakat akan 
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pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae 

masih kurang dan juga kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan hal ini ditandai 

dengan sifat acuh tak acuhnya masyarakat dalam pelaksanaan 

musrembangdes. 

c. Dampak dari pandemic covid 19, hal ini sangat mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, 

dimana penyakit yang mematikan ini mengharuskan seluruh masyarakat 

untuk berdiam diri dirumah agar penyebarannya tidak semakin meluas 

sehingga ini akan berpengaruh pada tingkat kehadiran masyarakat 

dalam musrembangdes.  

d. Kesibukan masyarakat dengan pekerjaannya dimana pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan 

Pajo Kabupaten Dompu bertepatan dengan musim panen petani. 

5.2 Saran 

Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 

Tahun 2020, dapat diberikan saran: 

1. Pemerintah Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu harus 

mensosialisasikan dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan 

masyarakat, agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan musyawarah 

perencanaan pembangunan. 

2. Pemerintah Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 

seharusnya mengundang semua lapisan masyarakat di mulai dari pada 

tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tanpa ada tebang pilih 

untuk menghadiri rapat musrembandes, hal ini sangat penting karena 

memang kolaborasi antara pemerintah, kaum tua dan kaum muda sangat 

perlu dengan ide masing-masing untuk mensejahterakan masyarakat 

dan memajukan desa. 

3. Pemerintah Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 

dihaparkan agar dalam penetapan hari pelaksanaan musrembangdes 
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tidak bertepatan dengan kesibukan masyarakat saat panen raya supaya 

tingkat kehadiran masyarakat meningkat. 

4. Masyarakat Desa Tembalae juga harus menyadari akan pentingnya 

menjalin komunikasi, berpartisipasi serta berkerja sama dengan 

pemerintah Desa Tembalae dalam perencanaan, penetapan serta dalam 

menjalankan program-program kerja untuk kesejahteraan bersama dan 

memajukan desa.  
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